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BANDA ACEH TAHUN 2017 - 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Banda Aceh dan diwujudkan selama lima tahun;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPIM, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJM, dan RKPD ditegaskan Renstra Perangkat
Daerah menjadi Pedoman kepala Perangkat Daerah dalam Menyusun
Renja Perangkat Daerah dan di gunakan sebagai bahan penyusunan
Rancangan RKPD;

c. bahwa berdasarkan surat edaran Walikota Banda Aceh No.
050/0803/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) SKPD tahun 2017-2022

d. bahwa berdasarkan surat keputusan Walikota No. 050/0171/2018
Tahun 2018 Perihal Penyelesaian Renstra Kota Banda Aceh 2017-
2022;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, b, ¢, dan d diatas perlu ditetapkan keputusan mengenai Rencana
Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
(sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPIP dan
RPJM, serta Tata Cara Perubahan RPIPD, RPJM, dan RKPD;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tzhun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJKP) Kota Banda Aceh 2007-
2027;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029; dan

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Penetapan Renstra Bappeda Kota Banda Aceh dengan nomor
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen
perencanaan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2017-2022.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diBanda Aceh

Padatanggal}} 18 April 2018
2NN T o
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, dimana melalui bimbingan-Nya,
Tim Penyusun dapat merampungkan perumusan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022
sebagai landasan dan eksistensi Bappeda guna Mewujudkan Kota Banda Aceh
GEMILANG dalam Bingkai Syariah. Selain itu, perumusannya juga dimaksudkan untuk
memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Renstra Bappeda Kota Banda Aceh ini memuat tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai
dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Bappeda Kota
Banda Aceh.

Penyusunan Renstra ini juga diupayakan aspiratif dan disusun dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Semuanya bertujuan untuk menjawab
tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang
mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disadari
bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran
terhadap materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga
terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kami
ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan

rahmatNya kepada kita semua. Terima Kasih.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang harmonis dan selaras, antara pusat
dengan daerah, antara daerah dengan daerah, dan antara instansi dan fungsi
pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini merupakan acuan dan pegangan bagi pemerintah
di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih

terintegrasi, sinkron dan sinergis antar daerah dan fungsi pemerintahan.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 (1) bahwa Renstra-SKPD memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pasal 151 ayat (1) dan (2) telah ditegaskan bahwa:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya
disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

berpedoman pada RPIJM Daerah dan bersifat indikatif.

2. Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan aspirasi masyarakat.

Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh
Tahun 2017-2022 merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka
waktu 5 (lima) tahun, pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kota Banda
Aceh Tahun 2017-2022 seperti yang tertuang dalam RPJM Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2017-2022. Renstra Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 akan
dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan

Bappeda Kota Banda Aceh yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
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pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan

kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2017-2022 adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tzhun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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10)

11)

12)

13)

14)

13

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027 (Lembaran Daerah
Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1);

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan

jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda adalah:

1.

Memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dalam perencanaan
kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun

anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan
berkelanjutan.

Menjamin terciptanya integritas sinkronisasi dan sinergitas terutama dibidang

perencanaan pembangunan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah:

1.

2.

Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Walikota

Banda Aceh.

Menetapkan program dan kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2017-2022.
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3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan Bappeda

Kota Banda Aceh.

4. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu
5 (lima) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017 -2022 disusun dengan
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB| PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda
2.2. Sumber Daya Bappeda

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB Ill PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGS!

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda
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3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Bappeda Aceh dan Renstra Bappeda Kota Banda Aceh

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN MENENGAH BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

‘ BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB Vil PENUTUP

LAMPIRAN

e
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA
2.1.1 Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh, merupakan
satuan kerja perangkat kota yang melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan
daerah. Bappeda mempunyai tugas membantu walikota di bidang perencanaan
pembangunan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan,
kesejahteraan rakyat, pemukiman dan prasarana wilayah serta tugas-tugas
penelitian, pengembangan, pengelolaan data elektronik, dan pengembangan
investasi daerah. Rincian tugas Bappeda kota Banda Aceh diatur berdasarkan
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
Perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kota dan

tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :

e Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan;

e  Pelaksanaan tugas dukungan teknis teknis bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan;

e Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

e Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bappeda mempunyai Kewenangan:

-1




e  Menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;

¢  Menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah;

e Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat
daerah;

e  Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan;

e  Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana
kerja perangkat daerah, berdasarkan rumusan hasil musrenbang;

e Mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam
bentuk rencana kerja dan anggaran melalui tim anggaran;

e Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui tim
anggaran;

e Meneliti dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk bahan
penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
melalui tim anggaran;

e Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah; dan

e  Melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

2.1.3  Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bappeda terdiri dari :

1.  Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Badan
Kepala badan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi

kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala badan mempunyai fungsi
pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di bidang

perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan.

2.  Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:
1)  Subbagian Program dan Pelaporan
2)  Subbagian Keuangan

3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

e Penyiapan perumusan kebijakan  operasional tugas administrasi,
pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi di lingkungan Bappeda;

¢ Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan,
kerumahtanggaan, hokum; dan

e Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di

lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.  Unsur Pelaksana terdiri dari:
1)  Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi, terdiri
dari:
e Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
e Subbidang Pengintegrasian dan Harmonisasi Program; dan
¢ Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi membantu
kepala badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan perencanaan,
penelitian dan pengembangan dibidang penelitian, pengembangan, pengendalian

program dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penelitian,

pengembangan, pengendalian program dan evaluasi mempunyai fungsi:

® Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang analisa,
pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan
harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan;

° Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang analisa,
pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan
harmonisasi program, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

° Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian,
pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi

program, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
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® Pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan

dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, serta penelitian
dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

° Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang analisa, pengendalian,
pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi
program serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan

e Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

2) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan,
terdiri dari:
¢ Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
e Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan; dan
e Subbidang Kelembagaan dan Keistimewaan.
Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan
mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan bidang urusan
pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan dibidang perencanaan

ekonomi dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan

Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi:

° Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang,
mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan
dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah;

° Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang, mengkoordinasi,
menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan
terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi,
mengembangkan  sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap
perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

° Pelaksanaan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan
sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan

daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
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3)

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang, mengkoordinasi,

menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan
terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri

dari:

e Subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan
Pemberdayaan Masyarakat;

e Subbidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi; dan

e  Subbidang Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai

tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan

perencanaan, penelitian dan pengembangan dibidang perencanaan pembangunan

ekonomi dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan

Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang,
mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan
dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah;

Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang, mengkoordinasi,
menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan
terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi,
mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan bidang mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan
sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang, mengkoordinasi,
menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
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4)

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,

terdiri dari:

e Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan;

e Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanggulangan
Bencana; dan

e  Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan bidang urusan

pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan dibidang perencanaan

pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang,
mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan
dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang
perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang, mengkoordinasi,
menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap
perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan
infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi,
mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan
pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur
dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan
sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan
daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan

pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
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e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang, mengkoordinasi,

menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap
perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan
infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

4. Unit Pelaksana Teknis Badan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2.  Sumber Daya Aparatur BAPPEDA

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penunjang untuk peningkatan
kinerja. Kondisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017 sebanyak 55 orang, PNS
sebanyak 50 orang, dan Non PNS sebanyak 5 orang. Klasifikasi pegawai Bappeda
berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat padatabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering

 No Jabatan Jumlah (orang)
1 | kepala _ =l - ' 1 |
2 Sekretaris ) i R
3 Kepala bidang o 4
4 Kepala UPTB T T
5 Kasubbag N 3
6  Kasubbid DY
7 KepalaTUUPTB 1
| ~ lumlah 23
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 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUMBER

Grafik 2.1
Kondisi Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017

KEPALA

SEKRETARIAT

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
DAN SUMBER DAYA ALAM

DAYA MANUSIA DAN KEISTIMEWAAN
PENELITI MADYA

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN SISTEM
INFORMASI GEOGRAFIS (GIS)

|
gio A

= Jumlah Pegawai

Sumber: Data Absensi Pegawai Bappeda 2017

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada Strata
1 sebanyak 24 orang, dikuti oleh Strata 2 sebanyak 17 orang, dengan kondisi eksisting saat
ini dengan beban kerja yang cukup berat Bappeda masih membutuhkan tenaga staf di

bidang perencanaan pembangunan.

Grafik 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017

SLTP
29 SLTA

48%

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2017

Bappeda Kota Banda Aceh telah memiliki Aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:
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Tabel 2.2
Buku Inventaris

No Nama Barang Jumlah Jumlah Harga
1 Tanah 1 parsial 6.336.087.000
2  Gedung dan Bangunan 5 unit 3.885.553.000
3  Peralatan dan Mesin 829 unit 3.015.478.078
4  Aset Tetap lainnya 1 420.000

Jumlah 13.237.534.078

Sumber: Buku Inventaris

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Bappeda Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir telah berupaya
meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan daerah melalui berbagai
mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembangunan daerah, seperti: Dewan Perwakilan Kota PRK, perguruan tinggi, LSM,

pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa).

Secara umum, aspek pelayanan yang diberikan Bappeda Kota Banda Aceh dapat

dikelompokkan ke dalam tiga target pelayanan berikut:

iie Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah) dalam hal
memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;

2. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal penyediaan
panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi
program; dan

3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam
perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Bappeda Kota Banda dalam lima tahun

terakhir terdiri dari:

1. Penyusunan dokumen perencanaan vyaitu, berupa Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta

asistensi penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan
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dokumen perencanaan yang terkait dengan anggaran seperti KUA, PPAS dan

dokumen lain, serta fasilitasi umum perencanaan pembangunan gampong;

2. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan
(feasibility study) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah;

3.  Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yaitu, berupa
pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh
seluruh SKPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah;

4.  Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang
dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis
pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah; dan

5. Pelayanan ketatausahaan Bappeda yaitu, berupa pengelolaan program dan
kegiatan Bappeda, pengelolaan keuangan Bappeda, pengelolaan kepegawaian

Bappeda dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Bappeda dalam

pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

e Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan
PERDA;

¢ Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan
PERKADA;

e Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan
PERKADA: dan

e Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD.

Guna meningkatkan pembangunan perekonomian antar daerah Bappeda Kota
Banda Aceh sudah menjalin kerjasama dengan daerah tetangga melalui program
BASAJAN (Banda Aceh, Sabang, Jantho). Melalui kerjasama tiga daerah ini
diharapkan akan menjadi suatu kekuatan ekonomi baru pada tahun 2020.
Beberapa program yang dilaksanakan antara lain bidang pariwisata, persampahan,

air minum dan tata ruang.

Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan daerah
melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

selama ini sudah dijalankan mulai dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Gampong,
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Kecamatan dan Kota. Upaya penjaringan aspirasi kaum wanita juga dilakukan

dengan melakukan kegiatan Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) Perempuan.
Namun demikian, pelaksanaan kedua mekanisme perencanaan partisipatif tersebut
(Musrenbang dan Musrena) tidak serta merta memberikan kepuasan kepada
masyarakat karena masih banyak usulan masyarakat belum dapat diakomodir. Hal
ini karena kendala ketersediaan jumlah anggaran yang tidak seimbang dengan
kebutuhan. Selain itu karena adanya kepentingan dan pandangan yang berbeda,
antara kebutuhan menurut pandangan masyarakat, dengan kebutuhan menurut

pengambil kebijakan.

Kapasitas kelembagaan Bappeda sebagai institusi perencanaan belum sampai pada
taraf yang sempurna. Dukungan sumber daya manusia dalam hal perencanaan
masih kurang. Masih diperlukan peningkatan kapasitas bagi aparatur Bappeda agar
dapat menjadi aparatur perencana yang cakap dan dapat mengkoordinir setiap

perencanaan pembangunan.

Dengan kondisi yang ada, Bappeda Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2013-2017
sudah  menghasilkan  beberapa dokumen perencanazan dan  sudah
diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh SKPD. Rincian
dokumen yang sudah dihasilkan tahun 2013 s.d 2017, pencapaian kinerja pelayanan
serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh

Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3, Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.3
Dokumen yang dihasilkan Bappeda Tahun 2013-2017

No Dokumen Tahun
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | Laporan updating dan analisis data informasi capaian v v Vv v v
target kinerja program dan kegiatan
2 | Laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen v v
perencanaan pembangunan
3 | Buku PDRB/ Buku Tinjauan Perekonomian v v v v v
4 | Buku Banda Aceh dalam Angka/ Buku Statistik Kota Banda v v v v v
Aceh
5 | Peta Informasi dan data spatial (GIS) v v v v v
6 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun v v
2007-2012
7 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) \ v v v v
8 | Dokumen Musrena v v Vv v v
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No Dokumen Tahun
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
9 | Laporan Monev V' 'l v v v
10 | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond v v v v v
Anggaran Sementara (PPAS)
11 | Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemko Banda A\ v v
Aceh
12 | Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah v
(RPIIM)
13 | Dokumen Strategi Sanitasi Kota (55K) v
14 | Dokumen Kebijakan Strategi Daerah Sistem Pengelolaan v
Air Minum (Jakstrada)
15 | Dokumen Study Pengembangan Kawasan Pantai Alue v
Naga Kecamatan Syiah Kuala
16 | Dokumen Study Pengembangan Jaringan Jalan Kota Banda v
Aceh
17 | Buku evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) v v v
terhadap pelayanan pemerintah
18 | Buku Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan v v
Manusia (IPM) di kota Banda Aceh
19 | Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan v ) v '

Daerah (LP2KD) dan dokumen Rencana Aksi Daerah
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RENSTRA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH 2017-2022

Dari Tabel di atas diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir total rata-rata

pertumbuhan realisasi anggaran belanja Bappeda Kota Banda Aceh menurun

sebesar 2,89 persen, dan rata-rata pertumbuhan realisasinya turun sebesar 4,47

persen, hal ini menunjukkan bahwa kinerja kegiatan yang dilaksanakan Bappeda

telah sesuai dengan yang direncanakan dan cukup baik.

2.4, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)
2)

3)
4)

5)

Tantangan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga perencana sehingga
proses perencanaan yang terintegrasi dan berkesinambungan dapat tercapai;
Penyediaan basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian
sehingga validitas perencanaan dapat lebih akurat;

Penguatan teknologi informasi disertai dengan penataan kelembagaan
perencanaan daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi
dan misi yang diembannya;

Pengalokasian anggaran daerah yang masih terbatas dalam mendukung proses
perencanaan;

Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan runtut serta
menjadikannya dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan;
Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar
tidak terjadi duplikasi; dan

Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian

segera terhadap dokumen perencanaan.

Peluang

Adanya dokumen perencanaan berbasis Kawasan;

Adanya kerjasama Perencanaan Pembangunan Antar Wilayah dan lembaga
lainnya;

Peningkatan partisipasi publik terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan
informasi pembangunan baik dari pusat maupun propinsi;

Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah;

I1-18
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6) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemerintah
daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan
pembangunan nasional dan provinsi;

7) Kuantitas SDM aparatur cukup memadai; dan

8) Potensi letak geografis dan fungsinya sebagai ibukota provinsi mempermudah

akses dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

11-19




BAB llI
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang ingin dicapai pada masa

yang akan datang, dapat di identifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi

Bappeda Kota Banda Aceh sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan dan

pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan tersebut

dapat di uraikan sebagai berikut:

1.

Kelembagaan perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan yang belum
optimal;

Mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang belum
optimal;

Keterbatasan sumber daya aparatur berlatar belakang perencanaan, baik dari
aspek kuantitas maupun kualitas;

Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta
monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan;

Masih lemahnya system pendataan/informasi/data statistik; dan

Sarana prasarana pendukung masih belum mencukupi baik kualitas maupun

kuantitas.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah sebagai

berikut:

1.

Belum optimalnya fungsi sub satuan perencanaan pada SKPD maupun pada
tingkat kecamatan dan desa;

Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan berikutnya;
Belum adanya regulasi yang terkait dengan system perencanan pembangunan
di daerah;

Koordinasi antar lembaga belum yang optimal;

Kualitas analisa data dan informasi perencanaan pembangunan yang belum
optimal;

Pengadaan sarana dan prasarana tidak bisa dilakukan secara sekaligus,

melainkan harus bertahap disesuaikan dengan prioritas anggaran;

-1
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membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga
prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan
masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan
pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak
kepada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga
pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan
kemandirian daerah.

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang
lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat
yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan
sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi,
system informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasasan yang kuat bagi
penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari
sisi legalitas, melainkan juga professional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas
dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkanpembangunan infrastruktur yang
mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan
memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan
masa yang akan datang

Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian
kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa
aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang

anak yang baik.

Untuk mensukseskan Visi dan Misi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, Bappeda
Kota Banda Aceh mengemban Tugas dan Fungsinya untuk mendukung Misi ke 5

(lima) Kota Banda Aceh yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang
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7. Belum adanya rekrutmen khusus pegawai berlatar belakang perencanaan

pembangunan;

8. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan
perundang-undangan vyang ada untuk meningkatkan perencanaan
pembangunan di Kota Banda Aceh;

9. Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Bappeda
Kota Banda Aceh: dan

10. Belum optimalnya pelayanan prima dalam bidang perencanaan.

3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

A. Visi

Terwujudnya Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah

Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 3 (tiga) kata penting yaitu
“GEMILANG” dan “BINGKAI SYARI'AH.” Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini
dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan
terpandang dalam tiga pilar utama yaitu: agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju
kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadiian gender.
Sedangkan Bingkai adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan,

kepada Syariat Islam.

B. Misi

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan agidah,
syariah dan akhlak.
Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial
kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam
secara kaffah.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan,

memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan

111-2
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baik. Salah satu indikator tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang cepat dan tepat sasaran
melalui perencanaan pembangunan yang efektif.

Fungsi dan peran Bappeda Kota Banda Aceh sebagai lembaga teknis daerah yang
bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yaitu mengemban salzh satu urusan wajib pemerintah
daerah dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam hal
perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Bappeda Kota Banda Aceh diperkuat
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Daerah yang menyebutkan bahwa perencanaan
pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan
jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan
pembangunan tahunan. Atas amanat ini, Bappeda Banda Aceh berkewajiban
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dan Rencana
Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Banda Aceh sebagai dokumen wajib perencanaan

Pemerintah Kota Banda Aceh.

Bappeda Kota Banda Aceh juga bersinergi dengan Inspektorat Kota Banda Aceh
untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP)
melalui asistensi komponen pembangun SAKIP yang terdiri dari Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) masing-masing Organisasi di lingkungan Pemerintah
Kota Banda Aceh. Penerapan SAKIP yang baik diharapkan mendukung terciptanya
tata kelola pemerintahan yang baik melalui perwujudan pemerintahan yang bersih

dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun, dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Banda Aceh dalam
mendukung pelasanaan misi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,
terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang kemudian menjadi
bahan perumusan isu strategis pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh. Adapun Faktor-
faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda yang
mempengaruhi permasalahan Bappeda ditinjau dari sasaran Jangka Menengah

Renstra Bappenas adalah sebagai berikut:

[11-4
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1. Faktor penghambat, yaitu:

a. Kemampuan SDM Tenaga Perencana yang belum maksimal dalam
memahami peraturan, salah satunya berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi;

b. Rendahnya validitas data perencanaan;

c. Sarana dan prasarana yang belum memadai;

d. Masih banyaknya perencanaan pembangunan yang belum mampu
diakomodir: dan

e. Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder;

2. Faktor pendorong yaitu:
a. Adanya peluang bagi staf untuk mengikuti Diklat/Bimtek yang
diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
b. Tersedianya aplikasi pendukung perencanaan dan tersedianya data terpilah;
c. Melakukan kerjasama dengan para akademisi, dunia usaha dan lembaga
swasta; dan

d. Terbentuknya tim koordinasi ad-hoc pada SKPD;

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda
Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima)

tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis,
dan kredibel; dan
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di

Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam 5
(lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik

dan bersih.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh di rumuskan untuk mengatasi

permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta
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mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka

panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh kedepan

adalah:

a. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi
dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk
pengembangan kegiatan-kegiatan perkotaan;

b. Kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan dan potensi
gelombang dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan
sepanjang jalur patahan dan di kawasan pesisir pantai; dan

c. Perkembangan kebutuhan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh dan

pusat orientasi pembangunan wilayah provinsi;

Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang

wilayah Kota Banda Aceh 20 tahun mendatang adalah:

a. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh;

b. Peranan Kota Banda Aceh sebagai pusat koleksi distribusi barang bagi kawasan
sekitarnya;

c. Kota Banda Aceh sebagai orientasi perkembangan bagi kawasan sekitarnya;

d. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, baik untuk
skaia kota maupun skala regional;

e. Nilai strategis dan historis Kota Banda Aceh; dan

f. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang lebih memadai di

bandingkan dengan daerah sekitar.

Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya

Banda Aceh Sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami”, sedangkan sasaran

Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Banda Aceh yang ingin dicapai terkait

dengan penataan ruang wilayah kota adalah:

a. Terwujudnya Pembangunan Kota Banda Aceh yang bersih, indah, teduh,
nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

b. Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan
perikanan; dan

c. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang bernuansa Islami dan masyarakat

yang beretika.
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pokok di atas, dirumuskan Tujuan

Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh adalah “Mewujudkan Ruang Kota Banda
Aceh sebagai Kota Jasa Yang Islami, Tamaddun, Modern dan Berbasis Mitigasi

Bencana”.

Pelaksanaan pembangunan kota Banda Aceh yang menyangkut pemanfaatan ruang
harus mengacu pada RTRW Kota Banda Aceh yang telah dituangkan dalam Qanun
Walikota No. 04 Tahun 2009. Dalam rangka menserasikan dan mensinergikan
penataan ruang, Bappeda Kota Banda Aceh adalah SKPD yang paling berperan

dalam melakukan koordinasi dan singkronisasi antar unsur-unsur terkait.

Program-program di Bappeda terkait erat dengan upaya-upaya untuk
mengintegrasikan, memadu serasikan dan mengharmonisasikan rencana tata
ruang. Ruang lingkup koordinasi penataan ruang Kota Banda Aceh meliputi:

a. Perencanaan tata ruang;

b. Pemanfaatan ruang; dan

c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kunci utama dalam terwujudnya

pembangunan sesuai RTRW. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

kota berfungsi:

a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;

b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

¢. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang
yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;

d. Meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
dan

e. mencegah dampak pembangunan vyang merugikan dan melindungi

kepentingan umum.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam upaya meningkatkan fungsi dan kinerja BAPPEDA dibidang perencanaan,
maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan

bagi BAPPEDA dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan.
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Berdasarkan kondisi yang dihadapi, maka BAPPEDA dihadapkan dengan isu

strategis sebagai berikut:

d.

Perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana, mengingat kota
Banda Aceh termasuk daerah rawan bencana, terutama gempa dan tsunami;
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama
perencanaan sektoral, diharapkan sesuai dengan komitmen internasional dan
penyesuaian dengan peraturan perundangan yang baru;

Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
bidang sarana dan prasarana wilayah dan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang
wilayah dan pengelolaan lingkungan; dan

Koordinasi antar SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah
penanggulangan kemiskinan, pemetaan kawasan rawan bencana, kesetaraan

dan keadilan gender dan lain-lain masih belum berjalan optimal.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD perlu ditetapkan tujuan dan sasaran
Bappeda dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk
memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan
Bappeda. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik,
terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu

atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun Tujuan dan sasaran Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 adalah
sebagaimana diuraikan berikut ini:

4,11, Tujuan

Misi yang terkaitdengan pelaksanaan tupoksi Bappeda ada di Misi ke 5 (Lima) yaitu
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga untuk mendukung
misi tersebut tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2017-2022
adalah Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan

aplikatif
4.2.1. Sasaran

Sasaran yang berkaitan dengan tupoksi Bappeda adalah Terwujudnya perencanaan

pembangunan yang selaras dan aplikatif.
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

|
Dalam RPJMD 2017-2022, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Banda Aceh@

termuat dalam misi ke-5 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik seperti dalam

tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Mewujudkan Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
RPIM
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. | Mewujudkan | 1.3 | Terwujudnya Kota Banda | 1.3.1 Peningkatan 1.3.1.1 | Sinkronisasi
tata kelola Aceh sebagai kota ramah kapasitas dan dokumen
pemerintahan birokrasi kualitas perencanaan,
yang baik perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan dan pelaporan
evaluasi sesuai
prosedur {SOP)
yang ada
OPD
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. | Meningkatnya | 1.1 | Terwujudnya 1.1.1 | Membangun 1.1.1.1 | Menyusun dokumen
perencanaan perencanaan komitmen antar perencanaan yang
pembangunan pembangunan yang pelaku partisipatif dan
yang selaras dan aplikatif pembangunan sinergi dengan
berkualitas, untuk dokumen
aspiratif dan melaksanakan perencanaan laininya
aplikatif pembangunan
sesuai dengan
perencanaan
1.1.2 | Membangun 1.1.2.1 | Pemeliharaan dan
sistem database pemeliharaan
yang dapat diakses database yang
secara online terkoneksi dengan
OPD
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk
mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja
dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan BAPPEDA untuk dijabarkan
dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur
dari pembiayaan APBD, meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2.  Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.6.  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman

1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.9. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

1.10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.2.  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.3.  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.4.  Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
& Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.

Vi-1




1.4

1.3:

1.4.

1.5
1.6.

3..

4.1.
4.2.

5.1.

.2

5.3

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program/Kegiatan Urusan Wajib:

Pengembangan Data dan Informasi

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja
Program dan Kegiatan

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan

Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi

Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)

Penyusunan Buku Tinjauan Perekonomian dan Statistik Kota Banda Aceh
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil penelitian  dan

pengembangan

Kerjasama Pembangunan

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang

Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan RPJPD
Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Vi-2
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5.4.

5.9:
5:6.
5.7
2.8,

7.1.
7.2

7.3

7.2

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyelenggaraan Musrena

Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh

Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan

Kemiskinan

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
Grand Design Pembangunan Kependudukan

Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
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RENSTRA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH 2017-2022

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam lima tahun

mendatang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIMD

KONDISI KONDISI
KINERIA KINERJA
PADA PADA AKHIR
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
AWAL PERIODE
NO INDIKATOR e i
RPIMD
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2022
2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Tersedianya
dokumen
PJP
5:;212?::3'1 it ada ada ada ada ada ada ada
ditetapkan dengan
PERDA
2. | Tersedianya
dokumen
gf’jzgay';iagn;elah ada ada ada ada ada ada ada
ditetapkan dengan
PERDA
3. | Tersedianya
dokumen
5:;:1‘;?2;“: HEED ada ada ada ada ada ada ada
ditetapkan dengan
PERKADA
4. | Persentase
I;f;;z?;zm 96% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 84%
terhadap RPJMD
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RENSTRA BAPPEDA KOTA BANDA'ACEH 2017-2022

BAB VIIi
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kota Banda Aceh merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda
untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat
ditentukan oleh kesiapan SKPD, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta

komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Banda
Aceh Tahun 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi
sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-
indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap

mengacu pada RPJIMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.
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